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KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESILA

NOMOR 327 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN LZIN PENDIRIAN f OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDATY AH WAKADIA
KABUPATEN MINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER]I AGAMA RETUBLIK INDODNESIA

. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermuty, perlu memberkan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelengparakan madrsah sesuai dengan
stundar nasional pendidikan;

b. bahwe masa berlaku iwin operasional ( pendirian  madrosah

sehapaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

. bahwa madrasah schagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini telah rernenihi Persyaratan perpanjangan iZin
pendirianfoperasional madrasah;

. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf o,
hurut b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama
tentang Penerbitan  Surat  Kepumusan Pemberian [zin  Pendirian
Madrasah Ibtidaiyah Wakadia Kabupaten Muna;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan
Masional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomaor
78, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4301);

. Peraturan Pemerintah Momor 19 tahun 2003 tentang Standar Masional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Mepara Bepublik Indonesta Momor 4496)
sehagaimana telah divkah dengan Peratumn Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedusatas Peraturan Pemerntah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar MWasional Pendidikan (l.embaran
Megara  Hepublik Indonesia Tahun 2015 Namor 43, Tambahan
Lembaran Megara Republik, Indonesia Momor 5670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negama Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor
91, Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran MNepara Republik
indonesin Momor 5130) sebagaimana telah divubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahon Atns Peraturan
Pemerintah  Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggarman Pendidikan (Lembaran Negama Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Mepara Republik
Indonesia Nomor 5157);



